LBB 1. Prinsip Penyusunan Anggaran

a. Partisipasi Masyarakat 

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. 

f. Taat Azas

APBD penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

LBB 2.Tahapan Penganggaran Pembangunan Tahunan Daerah 

	TAHAPAN
	Jadwal (bulan)
	Pelaku/Aktor
	Sumber
	Keluaran

	Penyusunan rancangan KUA
	Awal Juni
	1. Kepala daerah

2. TPAD (Sekda,Bappeda dan Kepala SKPD)


	Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat, RKPD, RPJMD, Renstra SKPD, Dokumen APBD, KUA dan PPA tahun lalu.
	Mengacu pada dokumen RKPD, Pemda menyusun Dokumen rancangan KUA memuat :

· Target kinerja yang terukur dari program program yang akan dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

· Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah beserta asumsi-asumsi kebijakan fiskal daerah 

	Pembahasan dan penetapan rancangan  KUA
	Akhir Juni – awal Juli
	1. TAPD (Bappeda dan SKPD) 

2. Panitia anggaran DPRD


	Rancangan KUA
	Dokumen kesepakatan Rancangan KUA antara TPAD dan Panitia anggaran DPRD

	Penyusunan dan pembahasan rancangan PPAS 
	Akhir Juli
	1. TAPD (Bappeda dan SKPD) 

2. Panitia anggaran DPRD


	Kebijakan Umum APBD
	· Dokumen kesepakatan rancangan PPAS menjadi PPA yang memuat  prioritas program dan anggaran masing-masing program menurut urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah

· Dokumen kesepakatan KUA dan PPA

	Penyusunan dan penetapan RKA-SKPD
	Agustus
	Masing-masing SKPD
	Kebijakan Umum APBD, PPA, dan SE KDH tentang plafon anggaran
	Dokumen RKA SKPD yang memuat rencana pendapatan, pembiayaan dan belanja berdasarkan prestasi kerja

	Evaluasi RKA-SKPD
	September
	Kepala SKPD dan Tim anggaran Kabupaten/kota
	Kebijakan Umum APBD, PPA, dan SE KDH tentang plafon anggaran
	Dokumen hasil evaluasi RKA masing-masing SKPD

	Pengajuan Raperda tentang APBD ke DPRD
	Oktober
	Pemerintah dan DPRD
	RKPD, Hasil Musrenbang, Renja SKPD, Hasil penjaringan Aspirasi
	Dokumen kesepakatan rancangan APBD yang diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas di DPRD

	Pembahasan RAPBD
	November
	DPRD 

SKPD
	RKPD, Hasil Musrenbang, Renja SKPD, Hasil penjaringan Aspirasi
	Nota kesepakatan DPRD atas rancangan APBD 

	Evaluasi RAPBD
	November
	Gubernur/Mendagri
	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
	Dokumen hasil evaluasi atas RAPBD untuk  ditetapkan menjadi perda APBD

	Penetapan APBD
	Desember
	Kepala daerah

DPRD
	
	Dokumen Perda APBD

	Penjabaran APBD
	Paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan
	Kepala daerah

DPRD


	Perda APBD
	Dokumen PerKaDa Penjabaran APBD, DPA SKPD


LBB 3. Lembar Diskusi Kelompok

Panduan Diskusi:

1. Diskusikan celah atau peluang pada tahapan-tahapan penganggaran mana saja warga dapat terlibat

2. Siapa aktor kunci pada setiap tahapan penganggaran tersebut

3. Strategi apa yang dapat dilakukan warga agar dapat terlibat atau mempengaruhi setiap tahapan tersebut

4. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyusunan anggaran dan bagaimana seharusnya
Tabel Isian Diskusi

	Celah/Peluang Tahap
	Aktor Kunci
	Strategi Warga

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Permasalahan dalam Penganggaran:

Bahan Bacaan


PARTISIPASI WARGA DALAM

KEBIJAKAN ANGGARAN PRO-RAKYAT

Kerangka Kebijakan Partisipasi dan Anggaran Pro Rakyat Miskin

Oleh : Yuna Farhan – FITRA Seknas

Pengantar

Perencanaan dan penganggaran adalah proses yang menentukan ke arah mana? anggaran publik (APBN/D) yang disusun memihak kepentingan rakyatnya (pro poor). Oleh karenanya, partisipasi warga dalam dalam prosesnya menjadi penentu arah keberpihakan anggaran. Permasalahannya, pada tataran praksis, partisipasi warga belum dijadikan mainstream dalam perencanaan penganggaran.  Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti prosedur, komitmen atau political will dari pemerintah daerah, serta  kapasitas  pemerintah daerah dan warga.  Persoalan kapasitas warga untuk terlibat dalam perencanaan penganggaran dikarenakan kurangnya pendidikan politik anggaran bagi warga.

Pada sisi lain,  sumber daya dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan anggaran masih terbatas. Padahal, anggaran memiliki fungsi  distribusi dan alokasi. Fungsi  distribusi mengandung arti suatu anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sementara  fungsi alokasi mengharuskan anggaran diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, dan kesenjangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian
. Untuk itu,  seyogyanya dalam penyusunan anggaran harus mempergunakan prioritas kebutuhan dasar masyarakat apa yang akan dipenuhi, dengan memperkirakan sumber daya yang dimiliki pada tahun yang akan datang, pelayanan atau pembangunan apa yang akan diberikan pemerintah untuk satu tahun ke depan.  

Mengingat anggaran sebagai proses politik, dimana dalam pengesahan dan penentuan prioritas dalam anggaran ditentukan dari kesepakatan politik antara legislatif dan eksekutif, serta berbagai kepentingan lain dalam memperebutkan sumber daya publik.  Berbagai kepentingan yang ada di dalam eksekutif dan legislatif menjadi penentu apakah suatu anggaran pro terhadap rakyat atau justru malah membuat proses pemiskinan melalui anggaran. Oleh karenanya, keberpihakan suatu rezim pemerintahan terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin dapat tercermin dari prioritas anggaran yang ditetapkan dari segi belanjanya, dan mengurangi kesenjangan ekonomi  dari sisi pendapatan dengan tidak memberatkan orang miskin sebagai sumber pendapatan. 

Merujuk dikatakan Stiglitz (2002) partisipasi warga merupakan sine qua non untuk kebijakan yang pro rakyat miskin
.   Sebagai proses politik, maka kebijakan anggaran yang mengakomodasi partisipasi warga, merupakan keniscayaan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang pro rakyat. 

Dari uraian ini, relevansi erat antara partisipasi warga dengan kebijakan anggaran yang pro rakyat miskin, tidak bisa dinafikan dalam penyusunan anggaran. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba mengulas  ketiga bagian yang menjadi isu pokok. Bagian pertama tulisan ini, akan membahas mengenai permasalahan prosedur penyusunan anggaran, kedua kerangka prosedur demokratisasi penganggaran pro poor, dan ketiga disain kelembagaan  menginisiasi  partisipasi warga dalam kebijakan anggaran.
Permasalahan Prosedur Perencanaan Penganggaran 

Relasi antar warga negara dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi. Perubahan paradigma perencanaan dari top-down ke  bottom-up telah  dilakukan sebelum era reformasi bergulir. Klaim pemerintah terhadap perencanan pembangunan partisipatif dengan  mengatasnamakan keterlibatan masyarakat diejawantahkan dengan berbagai metode perencanaan pembangunan secara partisipatif. Akan tetapi hal ini belum menjawab bentuk partisipasi warga secara nyata dalam kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran sebagai output perencanaan, masih sebatas justifikasi untuk memenuhi tuntutan regulasi. 

Pada tataran praktis rencana pembangunan ataupun implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah banyak mengalami resistensi oleh masyarakat. Contoh lasus di DKI Jakarta, aksi-aksi penggusuran pedagang kaki lima  yang banyak ditentang mengindikasikan belum partisipatifnya Pemda dalam merumuskan kebijakan anggaran.  Dikhawatirkan, proses perencanaan penganggaran pembangunan yang belum memperhatikan usulan kebutuhan masyarakat semakin mendorong warga apatis terhadap proses pembangunan dan rendahnya sense of belonging warga terhadap hasil-hasil pembangunan. 

Proses perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat juga memberikan konstribusi terhadap distorsi pengelolaan anggaran. Dari tahapan proses perencanaan pembangunan pada dasarnya hanya 2 tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, yakni pada level kelurahan/desa (forum kelurahan/Musrenbang Desa) dan kecamatan (forum koordinasi kecamatan/Musrenbang Kecamatan). Berdasarkan hasil pantauan FITRA di DKI Jakarta tingkat partisipasi masyarakat  pada pra forum kelurahan masih amat minim, keterlibatan masyarakat sudah dianggap memadai jika sudah diwakili oleh Dewan Kelurahan, Ketua RT dan RW-nya. Padahal pra forum kelurahan merupakan awal dari proses perencanaan yang seharusnya diikuti masyarakat secara luas.

Apatisme masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga disebabkan sedikitnya usulan-usulan masyarakat yang terakomodasi dalam APBD.   Berdasarkan hasil pengamatan FITRA usulan-usulan masyarakat hampir 50%  ditingkat Kecamatan hilang, sementara pada tingkat Rakorbang hilang sampai 80%. Hal ini menandakan pertarungan usulan masyarakat pada level yang lebih tinggi dengan mudah dikalahkan oleh usulan-usulan sektor. Kekecewaan masyarakat bertambah ketika ditolaknya usulan mereka tidak disertai penjelasan atau alasan dan berapa usulan mereka yang diterima.  Dengan kata lain tidak ada mekanisme akuntabilitas pada tahapan perencanaan anggaran. Besarnya ekspektasi warga terhadap hasil Musrenbang agar diakomodasi dalam APBD, dikarenakan tidak adanya mengenai informasi anggaran atau pagu indikatif berdasarkan kewilayahan dan sektoral. 

Dari segi kelembagaan, proses perencanaan penganggaran di daerah menimbulkan konflik antara Unit Kerja di Daerah. Hal ini terjadi karena terdapat institusi berbeda yang bertanggung jawab dalam perencanaan penganggaran. Bappeda sebagai penanggungjawab perencanaan secara keseluruhan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran. Pertarungan terjadi pada saat TAPD mereview usulan-usulan unit kerja dan pada saat pembahasan anggaran di DPRD. Akibatnya, pertarungan politik penyusunan kebijakan anggaran sangat sarat dipengaruhi kepentingan yang bermain pada sektor-sektor di Eksekutif dan partai-partai politik di DPRD yang berakibat pada penegasian kebutuhan nyata warga. Hal ini disebabkan, tidak sinkronnya antara siklus pelaksanaan Musrenbang dengan masa reses DPRD yang seharusnya bisa menjadi ruang penjaringan aspirasi masyarakat. Sehingga, hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari Musrenbang oleh DPRD dapat dijadikan basis argumen DPRD ketika membahas anggaran yang diajukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Pada sisi lain, Akuntabilitas hanya dilihat dari sisi laporan pertanggungjawaban, tidak ada mekanisme akuntabilitas pada tahap perencanaan RAPBD, mengingat tindak pengelembungan anggaran atau korupsi yang direncanakan diawali pada proses perencanaan. Selain itu, juga  belum terdapat mekanisme akuntabilitas implementasi APBD yang dipublikasikan ke publik. Masyarakat tidak mengetahui apakah Pemerintah telah mencapai indikator yang diharapkan pada APBD tahun berjalan atau tahun lalu.     

Grafik 1. Belanja berdasarkan Jenis pada APBD 2006 di 20 Kab/Kota
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Sumber: Data diolah Seknas FITRA, 2006.
Dari gambaran grafik di atas Sejumlah daerah mengeluarkan lebih dari separoh belanja APBD untuk kepentingan birokrasi (belanja pegawai sebesar 40-60%, belanja barang dan jasa sebesar 10-20%,  belanja perjalanan dinas sebesar 2-5%, belanja pemeliharaan sebesar 3-26%, belanja modal pembangunan sebesar 11-40%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar 5-35% serta belanja tak disangka sebesar 1-2%). Ini menunjukan, prosedur perencanaan penganggaran yang belum melibatkan partisipasi warga berdampak pada wajah APBD yang belum memihak pada kepentingan warga miskin. Selain belanja berdasarkan jenis, belanja menurut sektor juga dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi keberpihakan anggaran pada warga miskin. Secara sederhana, misalnya dapat dilakukan dengan mencermati kebijakan alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. 
Dari analisis seknas Fitra di 8 kabupaten dan kota, dukungan anggaran terhadap pelayanan pendidikan masih dibawah 20%. Rata-rata  daerah hanya menganggarkan dibawah 8% dari total belanja (diluar belanja pegawai/honor). Tingginya angka kemiskinan serta akses pendidikan seharusnya menjadi  perhatian daerah. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rata-rata hanya kurang dari 9% dari total belanja (diluar gaji/honor). Padahal berbagai masalah kesehatan seperti tingginya disparitas kesehatan, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. 

Grafik. 2 Prosentase Pendidikan dan Kesehatan pada APBD 2006

[image: image2.emf]Grafik 3. Persentase anggaran pendidikan dan kesehatan    
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Sumber: Data siolah seknas FITRA.2006.


Prosedur Demokratisasi Penganggaran Pro Poor
Suatu perubahan sosial meminta kondisi kebijakan dan budaya yang mendukung. Kemiskinan struktural yang terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat miskin secara terus menerus berubah menjadi kultur masyarakat miskin.  Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam, sejauhmana kerangka kebijakan yang ada membuka peluang partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat miskin dibandingkan dengan realitas dari implementasi kebijakan tersebut. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat 1 menyatakan jenis dan hirarki peraturan terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Selain, peraturan  yang disebutkan ini, masih terdapat peraturan-peraturan lain  seperti peraturan menteri, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.   Berangkat dari sini, perlu dilihat peluang-peluang kebijakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat miskin dari yang hirarki tertinggi sampai terendah. 

Kerangka Regulasi Perencanaan Penganggaran Daerah; Permasalahan dan Peluang Demokratisasi Anggaran

Selama ini perencanaan dan penganggaran  belum memiliki landasan aturan yang memadai. Penganggaran atau pengelolaan keuangan sebelumnya  mengacu aturan  perundang-undangan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Belakangan, kebijakan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan semakin kompleknya pengelolaan keuangan negara.  Pemerintah mensikapinya dengan mengeluarkan 3 paket undang-undang keuangan negara yang melandasi aturan pengelolaan keuangan
, salah satunya UU No 17 tentang Keuangan Negara yang didalamnya juga mengatur proses penganggaran daerah.

 Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat. Digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan dihapuskannya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang selama ini dijadikan landasan dalam perencanaan, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur system perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sistematis dan harmonis. Hal ini-lah yang menjadi landasan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Sejak digulirkannya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 22 dan 25 tahun 1999, cukup banyak permasalahan yang muncul terhadap implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat melakukan revisi kebijakan otonomi daerah melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Anehnya, dalam kedua kebijakan ini, juga mengatur hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah. 

Keempat kebijakan ini mengatur hal yang tidak jauh berbeda mengenai perencanaan dan penganggaran. UU 25 tahun 2004 mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara UU 17 tahun 2004 mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah, sedangkan UU 32 dan 33 tahun 2004, mengatur perencanaan dan penganggaran di daerah. Artinya, proses perencanaan dan penganggaran di daerah harus mengacu keempat undang-undang ini. Tidak menutup kemungkinan, ke-empat undang-undang yang memiliki kekuatan hukum sama kuat ini dapat menimbulkan multi intepretasi dalam implementasinya, mengingat ke-empatnya mengatur substansi yang saling terkait
. 

UU 25/2004 yang mengatur perencanaan mempergunakan beberapa pendekatan dalam perencanaan; pendekatan teknokratis, top down (dari atas ke bawah), bottom up (bawah ke atas), dan partisipatif.  Ruang lingkup perencanaan yang diatur dalam kebijakan ini meliputi rencana jangka panjang 20 tahunan (RPJP), rencana jangka menengah  5 tahunan dan rencana tahunan jangka pendek. Di aras  lokal,  perencanaan jangka menengah daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang mengacu pada RPJMD. Sementara  rencana tahunan daerah meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Tahapan penyusunan rencana ini dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan forum antar pelaku dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. 

Kaitannya dengan inisiatif perencanaan yang pro poor, wahana Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat merupakan peluang bagi rakyat miskin maupun kalangan masyarakat sipil, untuk menyuarakan kebutuhan rakyat miskin dalam proses ini.  Permasalahannya, aturan ini tidak secara tegas mengisyaratkan mekanisme dan seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yang dilakukan, serta keberpihakan terhadapnya terhadap rakyat miskin.  Pelaksanaan Musrenbang pada realisasinya, lebih sekedar formalitas alat justifikasi telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dengan menegasikan filosofi dan subtansi partisipasi dalam perencanaan.  Peraturan ini-pun belum memiliki turunan yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme Musrenbang atau partisipasi dalam perencanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah belum menjawab permasalahan ini. 

Kebijakan perencanaan daerah  lainnya di atur dalam UU 32 tahun 2004, diatur mulai dari pasal 150 sampai dengan pasal 154. Alih-alih mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat, melainkan hanya lebih sedikit spesifik mengatur perencanaan daerah,  bahkan terjadi perbedaan dengan UU 25 2004 yang membingungkan daerah
. Tampaknya, ego dari masing-masing departemen/lembaga dalam penyusunan undang-undang masih terlihat jelas, atau dengan kata lain  “eksistensi” suatu kementerian atau departemen diukur  dari keberhasilan menghasilkan aturan atau diterapkan oleh daerah, sehingga daerah tidak lebih menjadi “kelinci percobaan” atau pun obyek menunjukan eksistensi suatu departemen/kementerian.   

 Anenya,  kedua kebijakan ini  yang direpresentasikan dari dua institusi yang berbeda ini dapat berdamai di dalam peraturan perundangan yang sifatnya tidak mengikat, melalui Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang hanya berlaku tahunan untuk mekanisme pelaksanaan Musrenbang, yang di keluarkan setiap tahunnya.  Dari sisi substansi, SEB ini dapat dikatakan cukup progresif, secara mendetail SEB ini memberikan pedoman proses Musrenbang mulai dari level Desa, Kecamatan, Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sampai dengan Musrenbang pada level Kabupaten/Kota sampai dengan Propinsi. Dalam SEB ini juga paparkan, unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang termasuk delegasi pada setiap level Musrenbang/forum perencanaan. Keberpihakan dengan mengharuskan adanya perempuan termasuk dalam delegasi forum juga diatur dalam SEB ini. Dengan demikian, perangkat kebijakan SEB ini, pada dasarnya membuka keterlibatan rakyat miskin untuk menyuarakan kepentingannya dari sisi proses perencanaan dan dari sisi hasil  pada  program yang disusun agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat miskin. 

Namun demikian, perencanaan yang pro poor bukanlah taken for guaranteed  akselarasi dalam penanggulangan kemiskinan. Karena perencanaan yang tidak terintegrasi atau konsisten dengan penganggaran merupakan “mimpi” belaka. Oleh karenanya, perlu dikaji lebih jauh, instrumen kebijakan penganggaran untuk mengkaji konsitensi dan integrasinya dengan proses perencanaan, termasuk keberpihakannya terhadap rakyat miskin dalam penganggaran.

Seperti diuraikan sebelumnya, terdapat dua  Undang-undang yang mengatur mengenai penganggaran daerah, yakni; UU 17 tahun 2003 dan UU 33 tahun 2004.  Lebih jauh, penganggaran daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.   

UU No. 17 tahun 2003 menyatakan terdapat beberapa tahapan penting dalam penganggaran; penyusunan  kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RKA SKPD dan penyusunan  Raperda RAPBD serta pembahasan Raperda RAPBD.   Dalam Undang-undang ini, mencoba mengaitkan perencanaan ke dalam penganggaran dengan peryataan penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintah Daerah). Sementara dalam PP 58 tahun 2005 mencoba lebih jauh mendahului proses penganggaran dengan proses perencanaan sebanyak 5 (lima pasal) mulai dari penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. PP ini mencoba menegaskan penganggaran sebagai output  dari proses penganggaran dan konsitensi kebijakan perencanaan penganggaran.   Secara ringkas, PP 58 tahun 2005 menggambarkan siklus penganggaran seperti yang digambarkan Gambar 2 pada halaman berikut.

Terpenting dalam PP ini adalah adanya prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi prinsip; tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
. Lebih  lanjut PerMenDagri No 13 Tahun 2006  mengatur mulai dari penjelasan prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Apa Yang Baru Di Permendagri No 13 tahun 2006? 

Permendagri No 13 tahun 2006 merupakan pengganti dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; yang merupakan turunan dari PP 105 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Baik PP maupun Kepmendagri tersebut, lahir sebelum terbitnya UU No 17/2003 sebagai induk dari pengelolaan keuangan. Sehingga, pada beberapa bagian terdapat beberapa perbedaan antara yang diamanatkan oleh UU 17 2003 beserta turunannya (PP 58 2005 dan Permendagri 13 2006) dengan PP 105 2000 dan Kepmendagri 29 2002, seperti perbedaan-perbedan istilah, proses penganggaran,  pejabat pengelola keuangan daerah, evaluasi RAPBD,  dan struktur belanja.  

     Tabel 1. Perbedaan Istilah Kepmendagri 29 2002 Vs Permendagri 13 2006

	No
	Kepmendagri 29 2002
	Permendagri 13 2006

	1
	Arah  dan Kebijakan Umum APBD
	Kebijakan Umum APBD

	2
	Strategi dan Prioritas APBD
	Prioritas dan Plafon Anggaran

	3
	Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)


Dari sisi domain politik DPRD, masyarakat dan Pemerintah Daerah, terdapat pergeseran-pergeseran peran politik DPRD di dalam Permendagri 13 2006 pada proses penganggaran, dibandingkan dengan Kepmendagri No 29 tahun 2002. Secara ringkas, perbedaan tersebut diuraikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Peran Politik Dalam Penganggaran; Permendagri 13/2006 VS Kepmendagri 29/2002

	Elemen
	AKU/KUA & PPAS
	RASK/RKA-SKPD
	Pembahasan
	Penetapan

	
	29/2002
	13/2006
	29/2002
	13/2006
	29/2002
	13/2006
	29/2002
	13/2006

	Masyarakat
	Jaring Asmara dibawa dalan penyusunan Aku
	Tidak diatur
	Tidan diatur
	Tidak diatur
	Raperda APBD disosialisasikan dan masukan masyarakat dilampirkan dalam Perda
	Tidak Diatur
	Tidak Diatur
	Tidak Diatur

	DPRD
	Bersama Pemda menyusun dan membahas Aku
	Hanya membahas KUA tidak diatur kewenangan mensosialisaikan KUA
	Tida diatur
	Tidak diatur 
	Mensosialisasikan RAPBD ke masyarakat sebelum dibahas
	Tidak diatur
	Menetapkan RAPBD dan mengesahkan APBD
	Hhanya menetapkan RAPBD

	Eksekutif
	Bersama DPRD menyusun dan membahas AKU

Menyusun & menetapkan PPAS melalui SK KDH
	Menyusun dan membahas KUA bersama DPRD 

PPAS ditetapkan melalui MOU antara Eks & Leg
	Penyusun masing-masing Kepala SKPD
	Penyusun masing-masing Kepala SKPD
	
	Sekda mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat
	Kepala daerah menyusun dan menetapkan penjabaran APBD


	Kepala daerah menyusun dan menetapkan penjabaran APBD



	Gubernur
	
	
	
	
	
	
	
	Mengesahkan APBD kab/kota

	Menteri Dalam Negeri
	
	
	
	
	
	
	
	Mengesahkan APBD Provinsi




Dari gambaran di atas, terlihat terjadi domain hak budget DPRD yang  sebelumnya memiliki kewenangan menyusun AKU dan PPAS serta membahasnya, dalam Permendagri 13/2006, DPRD sebatas membahas AKU dan PPAS yang diajukan oleh pihak Eksekutif. Pergeseran ini, secara tidak langsung berimplikasi pada partispasi representasi aspirasi masyarakat untuk diakomodasi dalam APBD. Dari sisi, transparnsi, peran sosialisasi juga dimainkan atau bergeser ke pihak eksekutif.  Dalam penyusunan RKA-SKPD, Permendagri 13/2006 tidak memberikan ruang (mengatur) bagi keterlibatan DPRD  untuk membahas RKA-SKPD. Padahal, UU 17/2003 pada pasal 11 ayat 4, mengamanatkan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.  Pergeseran domain ini, dikhawatirkan menyumbat saluran aspirasi rakyat, yang seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan rakyat miskin dalam APBD melalui demokrasi repsentatif yang dicerminkan oleh DPRD. 

Perbedaan lain yang terdapat dalam Permendagri 13/2006 adalah adanya pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM/MTEF = Medium Term Expenditure Framework), dimana dalam format RKA-SKPD perlu menunjukan prakiraan maju (forward estimate) dua tahun ke depan dari tahun anggaran yang direncanakan. Disamping itu, pendekatan kinerja dalam penyusunan anggaran dalam Permendagri ini, dapat dikatakan lebih realistis. Dimana, untuk setiap anggaran dalam format RKA-SKPD, cukup menunjukan indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil. Sementara pada Kepmendagri 29/2002 format RASK, juga menunjukan indikator manfaat dan dampak untuk setiap kegiatan.  

Dari sisi format belanja, jenis belanja dibedakan  menjadi belanja langsung yang merupakan belanja yang karena konsekuensi adanya program  dan belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang harus ada, walaupun tidak ada program. Sementara dalam Kepmendagri 29/2002, jenis belanja dibedakan menjadi belanja aparatur dan belanja pelayanan publik, dimana dalam belanja pelayanan publik juga terdapat belanja langsung atau belanja-belanja pegawai.  Sehingga sering terjadi salah kaprah, dimana alokasi  belanja pelayanan publik  yang lebih besar dari pada belanja aparatur, maka dianggap APBD tersebut sudah berpihak pada rakyat. 

Pada sisi lain, juga terdapat beberapa kelemahan dalam Permendagri 13/2006 ini, dalam kode rekning belanja berdasarkan program, telah disediakan format-format nama program-program. Dikhawatirkan, adanya format dengan nama-nama program yang telah ditentukan ini, dapat mematikan kreativitas yang ada di daerah, atau penyusunan program yang seragam yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah.  Secara lebih ringkas, kekuatan dan kelemahan antara Kepmendagri 29/2002 dengan Permendagri 13/2006 digambarkan dalam bel berikut: 
Tabel 3.
Kekuatan – Kelemahan Kepmendagri 29/2003 Vs Permendagri 13/2006

	Kepmendagri 29/2002
	Permendagri 13/2006

	(+)
	(-)
	(+)
	(-)

	Adanya jaring aspirasi sebelum pembahasan APBD
	Perencanaan program/kegiatan yang berulang tiap tahun
	Mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran
	Mengurangi kreatifitas daerah dalam merancang program/kegiatan (program, telah ditentukan)

	Masukan masyarakat dilampirkan dalam Perda
	Sulit membedakan alokasi anggaran pembangunan dan rutin
	Menggunakan perhitungan anggaran maju (forward estimate)
	Tidak mengatur jaring asmara dalam penyusunan AKU



	DPRD dan Pemda sama-sama menyusun dan membahas AKU
	Tidak menjamin kesinambungan program


	Penyusunan keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh        jenis belanja
	Masukan Masyarakat dalam pembahasan RAPBD tidak diatur



	
	Indikator Kinerja Yang tidak realisitis sampai mengukur dampak


	Adanya jaminan kesinambungan perencanaan dan penganggaran program (sistem MTEF)
	Intervensi level pemerintahan yang lebih tinggi (terbitnya pedoman  KUA dan Evaluasi RAPBD oleh Mendagri)

	
	Belum terintegrasi dengan proses perencanaan
	Penyusunan Indikator kinerja lebih rasional
	

	
	
	Secara eksplisit menegaskan prinsip transparansi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses dan keberpihakan 
	


Untuk melihat peluang adanya perencanaan penganggaran yang demokratis, maka perlu dilihat  3 prinsip good governance  seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang melandasi perencanaan penganggaran.  Berikut kerangka kebijakan yang melandasi prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada perencanaan penganggaran: 

	No
	Landasan Yuridis
	Transparansi
	Partisipasi
	Akuntabilitas
	Keterangan

	1
	UUD 1945
	
	Anggaran ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
	
	Kemakmuran rakyat dapat tercapai dengan keterlibatan rakyat dalam proses penganggaran karena rakyat lebih mengetahui kebutuhannya 

	2
	UU. 17/2003 Tentang Keuangan Negara
	Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara  transparan
	
	Pasal 30 dan 31  mengisaratkan bahwa Akuntabilitas keuangan negara berorientasi pada hasil
	Pengelolaan keuangan negara yang transparan membuka ruang terdistribusinya anggaran untuk   pemenuhan kebutuhan  dasar masyarakat. 

	3
	UU 10/2004 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
	Pasal 5 huruf g bahwa Pembentukan Undang-Undang menganut asas keterbukaan
	Pasal 53 bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang.
	Pasal 22 ayat 1 dan 2 mengisaratkan adanya uji publik terhadap RUU  
	Asas keterbukaan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dapat melahirkan produk undang-undang yang berpihak pada masyarakat.

	4
	UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah
	· Pasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerah dikelola secara transparan dan akuntabel

· Pasal 137 butir g bahwa pembentukan Perda menganut asas keterbukaan

· Pasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara transparan
	Pasal 139 ayat (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda


	Pasal 184 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berorientasi pada hasil
	Kebutuhan dasar masyarakat didaerah dapat terpenuhi melalui perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat  

	5
	UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
	
	Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22 mengisaratkan bahwa Penyusunan rencana kerja pembangunan mengikutsertakan masyarakat. 
	
	Perencanaan pembagunan yang tepat sasaran dapat tercapai dengan  melibatkan masyarakat dalam  penyusunan rencana kerja pembangunan 

	6
	PP No. 68 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih dari KKN
	Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara
	
	Prinsip pemerintahan yang bersih dapat tercapai dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan

	7
	PP 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pasal 4 bahwa Keuangan daerah dikelola secara transparan 
	
	
	

	8
	PP 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	
	Pasal 18 ayat 1 dan dan 2 mengisaratkan bahwa Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah baik lansung maupun tidak lansung.


	
	

	9
	Permendagri 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
	Pasal 4 ayat 7 

Keuangan Daerah dikelola secara Transparan merupakan prinsip keterbukaan

yang memungkinkan masyarakat  untuk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi  seluas-luasnya tentang keuangan daerah


	
	Pasal 4 ayat 8 Keuangan Daerah dikelola secara bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
	


Menginisiasi Partisipasi Warga Dalam Kebijakan Anggaran Pro Rakyat

Dari gambaran kerangka regulasi, inisiatif pro poor budget ditingkat lokal dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan ditingkat pusat, yakni; kebijakan desentralisasi, pemenuhan hak dasar, dan kebijakan perencanaan penganggaran daerah, seperti digambarkan dalam model berikut:

Gambar Kebijakan yang mempengaruhi pro poor budget


Dari kerangka kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat peluang-peluang dalam menginisiasi perencanaan dan penganggaran yang pro poor. Sebelumnya perlu diidentifikasikan batasan suatu perencanaan dan penganggaran di katakan pro poor. Indikator ini dapat dilihat dari sisi proses penyusunannya dan keluarannya dalam bentuk dokumen APBD. Berkaitan dengan input, perencanaan dan penganggaran yang pro poor adalah yang memberikan akses atau ruang terhadap partisipasi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. 

Kondisi yang ada saat ini, rakyat miskin maupun perempuan dan kelompok rentan lainnya, diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan. Akan tetapi, perlu diingat, ruang yang dibuka bukan-lah ruang yang setara, pola relasi yang terbentuk untuk si miskin tidak mampu menyuarakan suaranya karena power yang tidak seimbang. Oleh karenanya, keberpihakan (affirmative action) perlu dilakukan kepada kelompok-kelompok miskin dengan memberikan jalur-jalur komunikasi khusus pada ruang-ruang yang lebih egaliter.  Suhirman (2005) menyatakan proses penganggaran harus partisipatif. Proses penganggaran harus memungkinkan orang-orang miskin –yang umumnya tidak memiliki akses dan hak-hak istimewa- dapat menyuarakan kepentingannya. Anggaran tidak hanya ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan sedikit orang di pemerintahan atau di dunia bisnis, memlainkan diproses melalui meknisme yang bottom-up. Partisipasi dalam anggaran pro-poor dapat dilakukan diberbagai tingkatan proses. Dengan demikian anggaran yang pro-poor akan meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas
. Secara ringkas, pro poor budget harus dipahami sebagai sebuah sistem yang pada prosesnya membuka ruang partisipasi warga miskin baik laki-laki maupun perempuan untuk menyuarakan kepentingannya, dan pada sisi output berupa anggaran  baik pada pendapatan maupun belanja. Pada pendapatan, anggaran pro poor harus membuka akses warga miskin pada pelayanan dasar dan mengakumulasi modal, seperti pengurangan pajak atau restribusi  bagi usaha kecil ekonomi produktif atau penerapan pajak progresif. Pada sisi belanja, anggaran pro poor harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, laki-laki maupun perempuan. Singkatnya, hasil dari APBD yang pro poor menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja pada tingkat keluarga (household) miskin dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan mengurangi belanja untuk pemenuhan hak-hak dasar, seperti gambarkan dalam kerangka logis berikut ini:

Gambar . Kerangka logis perencanaan penganggaran pro poor
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Selain itu, diperlukan indikator  keluaran, proses perencanaan dan penganggaran dengan keluaran APBD yang pro rakyat miskin,  yang ditunjukkan besarnya alokasi anggaran untuk orang miskin pada sisi belanjanya dan sumber-sumber pendapatan APBD yang tidak memberatkan orang miskin. Lebih lanjut Suhirman (2005) menambahkan,  anggaran pro-poor dapat dicapai dengan memberikan perhatian yang khusus mengenai prioritas dan kategori spesifik yang dibutuhkan orang miskin. Juga penting untuk menandai wilayah investasi yang dapat menghasilkan outcomes yang posistif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Penetapan indiaktor anggaran yang pro rakyat miskin dapat diawali dengan melakukan studi kemiskinan secara partisipatif, yang dapat dijadikan sebagai base line data untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan dan penganggaran yang pro poor, selain itu hasil studi kemiskinan ini juga dapat dijadikan untuk mengidentifikasi isu-isu ketidak-berdayaan rakyat miskin dan kebutuhan yang diperlukan. Hasil studi dapat dijadikan langsung sebagai usulan yang akan diusung dalam proses perencanaan dan penganggaran. 

Kelembagaan Demokratisasi Anggaran Dalam Melaksanakan Anggaran               Pro Poor

Jika dilihat dari kerangka regulasi di atas, terdapat peluang kelembagaan demokratisasi penganggaran dalam melaksakan anggaran yang pro poor. Ketiga pilar demokratisasi anggaran dapat dioperasionalisakikan sebagai bentuk rekomendasi perbaikan proses perencanaan anggaran ke depan:

Sumber: Suhirman dan Farhan (2007)

Komponen-komponen demokratisasi pengangaran mencakup, aktor, prosedur dan kelembagaan, substansi dan cakupan, dan tujuan akhir yang akan dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Peran aktor dalam demokratisasi penganggaran merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penganggaran yang dipengaruhi oleh budaya warga (civic culture), komitmen politik pengambil kebijakan serta kapasitas birokrasi. Sementara prosedur dan kelembagaan demokratisasi anggaran mencakup transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1. Transparansi,  prinsip transparansi dioperasionalkan  dengan membuka akses publik seluas-luasnya terhadap proses perencanaan penganggaran. 

· Pengumuman jadwal forum-forum Mursrenbang di tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kab/kota, propinsi, dan pembahasan anggaran

· Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, RKPD, hasil evalusi program tahun lalu, KUA, strategi prioritas dan plafon, RKA-SKPD, RAPBD, APBD,  hasil-hasil pada setiap forum (Musrenbang kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi). 

· Transparansi plafon anggaran untuk setiap sektor dan spacial kecamatan dapat mengeliminir ekspektasi yang berlebihan pada usulan perencanaan yang diajukan.

· Pengumuman  kepada masyarakat  jumlah usulan yang diterima dan ditolak, dan penjelasan ditolaknya usulan, termasuk pada tahap mana usulan-usulan tersebut dihilangkan. Diperlukan mekanisme manajemen informasi  hasil-hasil perencanaan pada forum-forum sebelumnya (feed back information)

2. Partisipasi, prinsip partisipasi harus diakomodir dalam setiap tahapan perencanaan penganggaran

· Partisipasi masyarakat diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penyatuan institusi penanggungjawab perencanaan penganggaran (Bappeda, Sekda, TAPD) dalam mengantisipasi terjadinya overlapping.
· Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan tidak hanya dihadiri oleh elit-elit dikomunitas seperti aparat RT dan RW melainkan dibuka secara luas kepada warga. 

· Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota yang membahas perencanaan sektoral dari masing-masing unit kerja membuka ruang keterlibatan warga dari kelompok profesi dan masyarakat penerima manfaat atau dampak dari kebijakan pembangunan yang akan dilakukan

· Delegasi warga dari hasil Musrenbang menjadi utusan warga yang akan terlibat dalam pembahasan anggaran sampai dengan pengesahan. 

3.    Akuntabilitas, azas umum akuntabilitas dilakukan pada setiap tahapan penganggaran:

· Akuntabilitas anggaran berdasarkan kinerja pelayanan berdasarkan RPJMD, dan renstra SKPD yang terukur

· Berdasarkan UU Keuangan Negara, Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator outcome sedangkan unit kerja bertanggunjawab terhadap barang/jasa yang dihasilkan (output)

· Akuntabilitas juga perlu ada dalam tahap perencanaan, sebelum RAPBD disahkan perlu dilakukan uji publik atau tanggapan warga terhadap RAPBD apakah mampu menjawab problem dari warga.  Perlu dilakukan audit proses perencanaan yang telah dilakukan melihat rasionalitas perencanaan yang dihasilkan dan memberikan sanksi kepada eksekutif dan legislatif yang melakukan rekayasa perencanaan  untuk memperkaya kelompok atau pribadi.

Dari prosedur dan kelembagaan ini, model kelembagaan demokratisasi anggaran dapat mengadopsi praktek penganggaran partisipatif di porto alerge  yang dikombinasikan dengan praktek Musrenbang sebagai wahana partisipasi yang dilakukan di Indonesia.

Gambar. Model Demokratisasi Kelembagaan Proses Penganggaran di Tingkat Lokal


[image: image3]
sumber: Suhirman dan Farhan (2007)

1. Identifikasi aktor-aktor kunci pengambil keputusan dan yang mempengaruhinya

Identifikasi aktor-aktor kunci dilakukan untuk merumuskan peta sosial politik dalam menentukan strategi advokasi yang akan dilakukan. Aktor-aktor kunci dapat diidentifikasi sebagai aktor pengambil keputusan yang terlihat (visible) dan aktor-aktor yang tersembunyi (hiden) dan aktor-aktor yang tidak terlihat (invisible) namun mempengaruhi pengambilan keputusan.  Pemetaan aktor-aktor pengambil keputusan seperti DPRD, Bappeda, Tim panitia anggaran, dan lain-lain. Sementara, aktor-aktor yang dapat mempengaruhi keputusan seperti, Tokoh Agama, Pengusaha, LSM, dan lain-lain. Dalam melakukan pemetaan aktor dapat mempergunakan analisis stakeholder berikut ini:

	Aktor
	Kepentingan
	Taraf Kepentingan
	Strategi

	Policy Maker

	Ketua Bappeda
	· Prestasi

· Tugas berjalan
	+++
	Lobby – Technical Asisstance 

	Dinas Pendidikan
	· Tugas Berjalan

· Keuntungan Proyek 
	----
	Hindari

	DPRD Fraksi X
	· Kampanye Pilkada

· Proyek
	-----
	Hindari

	DPRD Fraksi Y
	· Aspirasi konstituen

· Popularitas
	++-
	Lobby

	Invisible Actor

	Tokoh Agama
	· Kepentingan umat
	+++
	Kerjasama

	Media Massa
	· Berita
	+++
	Kerjasama

	Pengusaha
	· Keuntungan Proyek
	---
	Hindari


2. Membangun basis gerakan sosial dan jalur komunikasi khusus kelompok rentan
Membangun basis gerakan sosial dilakukan dalam kerangka melakukan pendidikan politik terhadap hak-hak rakyat miskin  untuk memperoleh kehidupan yang layak.  Pendidikan politik yang disampaikan dapat meliputi; proses perencanaan dan penganggaran, teknik membaca anggaran, komunikasi politik dan hak-hak dasar rakyat. Bentuk dari pendidikan dapat dilakukan secara rutin melalui diskusi kampung di tempat-tempat yang diakrabi masyarakat atau ruang-ruang pertautan sosial (Social Engagement) tempat suara-suara rakyat miskin dapat terdengar.  Sedangkan jalur komunikasi khusus bagi kelompok miskin dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih egaliter bagi rakyat miskin untuk menyuarakan aspirasinya. 

3. Advokasi dan Pengawalan Proses Perencanaan Penganggaran

Pengawalan dan advokasi dilakukan untuk menjamin hak-hak rakyat miskin diakomodasi  dalam dokumen perencanaan dan APBD. Advokasi dilakukan pada setiap tahapan perencanaan mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musrenbang Kabupaten/Kota.  Sementara dalam penganggaran tahapan yang perlu diadvokasi adalah pada tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan RKA-SKPD, Pembahasan APBD dan Penetapan APBD. 

Advokasi dan pengawalan ini sedapat mungkin dilakukan bersama kelompok miskin sekaligus sebagai pendidikan politik, agar mereka mampu menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya di ruang publik dan memberikan akses terhadap pengambilan kebijakan publik.  Berikut ini salah satu instrumen  yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawalan dan advokasi perencanaan penganggaran partisipatif. 

Tabel 5. Instrumen Pengawalan dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Pro-Poor

	Tahapan
	Aspek yang Dikawal
	Strategi Advokasi

	Musrenbang Desa/Kelurahan
	Persiapan:

1. Jangka waktu pengumuman jadual sebelum pelaksanaan dan aksesibilitas  kelompok miskin untuk mengetahui jadual

2. Penyusunan jadual pelaksanaan Musrenbang sensitif terhadap waktu-waktu luang orang miskin (Responsif jender(waktu pelaksanaan nyaman bagi laki-laki dan Perempuan)

3. Tingkat Keterlibatan masyarakat miskin dan perempuan dalam rembug dusun/RW (Jumlah masyarakat miskin & Perempuan Yang terlibat)

4. Penyusunan tim penyelenggaran Musrenbang mengikutkan kelompok miskin (proporsi laki-laki & Perempuan)

5. Pendaftaran peserta musrenbang( memberikan peluang yang sama atau affirmative action terhadap masyarakat miskin perempuan (kuota peserta kelompok miskin dan  perempuan)
Pelaksanaan:

1. Tingkat keaktifan peserta(Memberikan kesempatan semua peserta yang hadir khususnya kelompok miskin untuk menyampaikan kebutuhannya

2. Pemaparan masalah utama( memfokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi orang miskin

3. Perumusan kegiatan untuk mengatasi masalah ( memfokuskan pada kebutuhan masyarakat miskin

4. Penetapan Prioritas kegiatan ( memprioritaskan kegiatan untuk orang miskin dan memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan

5. Penetapan daftar delegasi Musrenbang Kecamatan (Terdapat representasi perempuan dan kelompok miskin
Paska Musrenbang:

1. Umpan Balik hasil Musrenbang Kecamatan: Jumlah Usulan Kegiatan yang Diterima dan Ditolak serta alasannya
	· Pendidikan Politik rakyat miskin (hak-hak rakyat miskin, perencanaan penganggaran)

· Poverty Participatory Asessment 

· Asistensi Fasilitator Musrenbang

	Musrenbang Kecamatan
	Persiapan:

1. Jangka waktu pengumuman jadual sebelum pelaksanaan dan aksesibilitas kelompok miskin untuk mengetahui jadual

2. Penyusunan tim penyelenggara Musrenbang (terdapat representasi kelompok miskin

3. Penyusunan jadual pelaksanaan Musrenbang (sensitif terhadap waktu luang kelompok miskin (Responsif jender, waktu pelaksanaan nyaman bagi laki-laki dan Perempuan

4. Pendaftaran peserta musrenbang memberikan peluang yang sama dan keberpihakan dengan kuota orang miskin (kuota peserta perempuan), representasi peserta tingkat kecamatan (DPRD, LSM)
Pelaksanaan:

1. Dinamika forum(kesempatan kelompok miskin untuk menyuarakan kebutuhannya

2. Pemaparan prioritas masalah kecamatan (memperhatikan kebutuhan mendesak kelompok miskin dan perbedaan kebutuhan perempuan

3. Informasi plafon anggaran SKPD (proporsi anggaran pemenuhan hak-hak dasar rakyat,   hak-hak dasar pendidikan, kesehatan, sarana prasaran dan ekonomi rakyat

4. Jumlah usulan kegiatan desa yang pro poor dan  telah tercantum dimasing-masing SKPD

5. Representasi kelompok miskin dan perempuan dalam pembagian kelompok berdasarkan fungsi/Bidang atau SKPD

6. Usulan kegiatan kecamatan yang belum muncul dari desa (respon terhadap kebutuhan rakyat miskin

7. Kesepakatan kriteria penentuan prioritas mengutamakan upaya pemenuhan hak-hak masyarakat miskin

8. Representasi kelompok miskin dan perempuan Delegasi Musrenbang Kecamatan  yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten
	· Pendampingan Kelompok Miskin delegasi Musrenbang

· Lobby DPRD berdasarkan daerah pemilihan

	FORUM SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)
	Persiapan

1. Penyusunan jadual Forum SKPD sensitif terhdap waktu kelompok miskin

2. Jangka waktu pengumuman jadual sebelum pelaksanaan dan aksesibilitas delegasi forum kecamatan, termasuk kelompok miskin untuk mengetahui jadual
Pelaksanaan

1. Pemaparan prioritas rancangan prioritas kegiatan rancangan SKPD (berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, prioritas kebutuhan orang miskin.

2. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan sesuai dengan hasil Musrenbang dan berdasarkan kebutuhan orang miskin

3. prioritas kegiatan pembangunan dan pagu indikatif/plafon SKPD proporsional untuk kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan

4. Prioritas kegiatan hasil Forum SKPD berdasarkan kebutuhan hak-hak masyarakat miskin

5. Penetapan delegasi masyarakat yang berasal dari Forum Masyarakat yang berasal dari organisasi kelompok atau utusan masyarakat 1-3 orang setiap forum SKPD dengan adanya representasi kelompok miskin
	· Technical Asisstance SKPD

· Analisis Rancangan Renja SKPD

· Publikasi Jadwal Forum SKPD

· Publikasi kegiatan yang diterima dan ditolak SKPD

· Pemantauan Forum SKPD

	Musrenbang Kabupaten/Kota
	Persiapan:

1. Penyusunan jadual pelaksanaan Musrenbang ( memperhatikan waktu luang orang miskin

2. Jangka waktu pengumuman jadual sebelum pelaksanaan dan aksesibilitas warga untuk mengetahui jadual

3. Pendaftaran peserta musrenbang memberikan peluang yang sama atau affirmative action terhadap kelompok  miskin dan  perempuan (kuota peserta  kelompok miskin dan perempuan)
Pelaksanaan :

1. Pemaparan rancangan RKPD, prioritas dan plafon anggaran berorientasi pada penanggulangan kemiskinan (prioritas untuk pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat)

2. Hasil kompilasi prioritas kegiatan Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan 

3. Pembahasan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan kelompok miskin dan perempuan.

4. Pembagian peserta berdasarkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi SKPD dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak rakyat miskin

5. Pembahasan kebijakan pendukung implementasi kegiatan tahun berikutnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan secara strategis

	· Membangun jaringan dengan pers 

· Technical Assisstance

· Lobby tokoh-tokoh masyarakat dan ormas-ormas

· 

	Penyusunan APBD
	

	Kebijakan Umum APBD


	1. Rancangan kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan efektif dalam penanggulangan kemiskinan

2. Publikasi kebijakan umum APBD dengan memperhatikan kelompok miskin
	· Lobby tokoh-tokoh kunci di DPRD

· Hearing dengan DPRD

· Konfrensi Pers

	PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
	1. Prioritas dan Plafon anggaran sementara memuat program-program yang efektif pengurangan kemiskinan

2. Penentuan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan kriteria untuk pencapaian pemuhan hak-hak dasara masyarakat miskin

3. Penentuan urutan program untuk masing-masing urusan mengutamakan program-program yang sensitive kebutuhan orang miskin

4. plafon sementara untuk masing-masing program efektif untuk penanggulangan kemiskinan

5. Pedoman penyusunan RKA-SKPD memuat indikator kinerja pencapaian dengan menekankan kelompok sasaran masyarakat miskin

6. Publikasi Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dengan memperhatikan aksesibilitas informasi bagi kelompok miskin
	· Lobby tokoh-tokoh kunci di DPRD

· Hearing dengan DPRD

· Konfrensi Pers

	RKA-SKPD
	1. Penyusunan RKA SKPD terintergrasi antara proses perencanaan dan penganggaran(RKA-SKPD disusun berdasarkan RKPD dan Renja SKPD

2. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan efisiensi pencapaian keluaran serta hasil 

3. RKA-SKPD memuat indikator kinerja pencapaian dengan kelompok sasaran masyarakat miskin

4. kesesuaian RKA SKPD dengan Kebijakan umum APBD, PPAS dan indikator kinerja dan dokumen perencanaan lainnya
	· Technical Asisstances

· Mengusulkan kegiatan-kegiatan pro rakyat miskin dalam bentuk RKA-SKPD

· Lobby masing-masing SKPD

· Publikasi RKA-SKPD

· Konfrensi Pers

	Pembahasan Raperda RAPBD
	1. Keterwakilan jender dalam pembahasan RAPBD pada panita anggaran DPRD dan Komisi-komisi DPRD serta wakil SKPD

2. Tingkat sensitivitas  keberpihakan rakyat miskin Pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan kata akhir Fraksi terhadap RAPBD 

3. Representasi rakyat miskin dalam uji publik RAPBD

4. Kesempatan rakyat miskin menyuarakan aspirasinya dalam uji publik RAPBD

5. Masukan uji publik yang diakomodasi dalam RAPBD

6. Program-program RAPBD mencerminkan kebutuhan dan memberikan manfaat serta memecahkan masalah masyarakat miskin

7. Aksesibilitas warga khusunya kelompok miskin terhadap proses pembahasan RAPBD, akses dokumen

8. Publikasi jadwal pembahasan dan perkembangan RAPBD dengan memperhatikan aksesibilatas kelompok miskin

9. Efektivitas waktu pembahasan RAPBD dan penetapan APBD
	· Publikasi jadwal pembahasan RAPBD

· Analisis RAPBD

· Lobby

· Hearing

· Konfrensi pers

· Penggalangan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan ormas-ormas





4. Monitoring pelayanan publik yang pro poor
Monitoring pelayanan yang pro poor dimaksudkan untuk melihat sejauhmana program dan kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif, relevan, berdampak pada peningkatan taraf hidup orang miskin dan berkelanjutan.  Efektif program dan kegiatan pengurangan kemiskinan dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai dan digunakan oleh kelompok miskin, serta telah dirasakan manfaatnya dan kesesuaian hasil dengan yang direncanakan. Sementara relevansi program dan kegiatan untuk mengidentifikasi sejauhmana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mengurangi kemiskinan, dan tingkat keberlanjutan dari program dan kegiatan yang dilakukan. 

Teknik monitoring dapat mempergunakan metode report card untuk mengetahui sejauhmana sensitivitas  dan keberpihakan pelayanan publik terhadap orang miskin. Hasil report card  atau bentuk survey sederhana lainnya dapat dijadikan alat untuk melakukan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk rapot pelayanan publik setiap tahun. Hasil rapot pelayanan publik yang sensitif orang miskin ini dapat dijadikan input bagi perbaikan pelayanan publik selanjutnya. 
Penutup

Partisipasi warga dalam kebijakan anggaran yang pro rakyat bukanlah mimpi yang mustahil diwujudkan. Kerangka kebijakan yang tersedia membuka peluang isu ini, yang utama adalah mengisi kerangka ini menjadi implementatif. Kreativitas masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi warga dalam kebijakan anggaran dan kemauan politik dari rezim yang berkuasa menjadi kunci terealisasinya mimpi ini. Tentunya, pemberdayaan politik terhadap kelompok miskin perlu dilakukan sebelumnya, agar pola relasi pada perencanaan dan penganggaran yang netral dapat lebih berpihak pada kepentingan rakyat miskin. Demokrasi deliberatif dalam perumusan anggaran dapat menjadi katup penyelamat (savety valve) ditengah  tersumbatnya saluran-saluran aspirasi dalam demokrasi langsung, sekaligus mengikis krisis kepercayaan warga negara terhadap negara yang berkuasa. 
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Pro Poor Budget





Kebijakan Desentralisasi, Pembagian Urusan





Kebijakan Perencanaan Penganggaran Daerah, Perimbangan keuangan pusat daerah





Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar, Standar Pelayanan Mnimum





Kebijakan Demokratisasi; Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas








Siapa orang miskin? Karakteristik social? Karakteristik geografis? Apa masalah dan kebutuhan?





Data statistik, SNPK, SPKD/SRTPK





Devolusi fiscal, data terpilah berdasarkan jender





Participatory budgeting (Ruang khusus untuk orang miskin) & gender budgeting (memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan





APBD Pro Poor:


Pendapatan = Meringankan beban orang miskin, pengurangan pungutan ekonomi kecil


Belanja= berorientasi pemenuhan hak-hak dasar








survey kepuasan pelayanan pubik





Anggaran Keluarga Miskin (househould):


Pendapatan ekonomi keluarga meningkat, Belanja pemenuhan hak dasar berkurang 





Pencapaian Target MDGs, SNPK/ SPKD








Indikator kinerja, 








IPM, IKM, AKB, AKI, dll





Komunitas Lokal





GOAL





Substansi/ Cakupan





Gambar. Komponen-komponen Demokratisasi Anggaran di Tingkat Lokal
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� Disarikan dari Permendagri No. 26 tahun 2006 tentan Penyusunan APBD 2007


� Empat fungsi anggaran lainnya yaitu fungsi otorisasi,  perencanaan, pengawasan dan stabilisasi. Fungsi otorisasi anggaran mengandung arti anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah harus menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan; fungsi pengawasan anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 


� Lebih lanjut mengenai argument ini dapat dilihat pada Engaged Governance and Citizen Participation in Pro-Poor Budgeting, United Nation (2005). 


� 3 paket undang-undang keuangan negara ini adalah; UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tentang Pemeriksaan dan Pertangungjawaban Keuangan Negara. 


� Lebih jauh mengenai kajian keempat kebijakan ini dapat dilihat di makalah tinjauan kebijakan perencanaan penganggaran daerah yang disampaikan dalam acara diskusi publik FITRA pada tanggal 29 Desember 2004 di Jakarta. � HYPERLINK "http://www.yunafarhan.blogspot.com/2006/03/mencemarti-kebijakan-perencanaan.html" ��http://www.yunafarhan.blogspot.com/2006/03/mencemarti-kebijakan-perencanaan.html�  


� Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, akronim  RKPD berbeda, dimana huruf “P” pada UU 25 2004 adalah  Pemerintah,  sementara di UU 32/2004 adalah Pembangunan


� Dalam Undang-undang 25 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sementara dalam UU 32 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah


� Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara di kelola secara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perbedaannya dengan PP 58 2005, terdapat tambahan prinsip manfaat untuk masyarakat. 


� Disadur dair bahan presentasi Arif Nur Alam (Sekjen FITRA) dalam seminar mengenai peran DPRD Banten, yang diadakan oleh Banten Institute for Social Transformation (BaIST) pada tanggal 19 Agustus 2006.


� Suhirman (2005) Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Apakah Sudah Pro-Poor?





PAGE  
10

_1122035511.doc


G







r







a







f







i







k







 







2







.







.







 







K







o







m







p







o







s







i







s







i







 







b







e







l







a







n







j







a







 







A







P







B







D







 







2







0







0







6







0







%







1







0







%







2







0







%







3







0







%







4







0







%







5







0







%







6







0







%







7







0







%







8







0







%







9







0







%







1







0







0







%







1







1







0







%







K







o







d







y







a







 







M







e







d







a







n







K







o







t







a







 







B







i







n







j







a







i







K







a







b







.







 







D







a







i







r







i







K







a







b







.







 







K







a







r







o







K







a







b







.







 







S







e







r







g







e







i







K







a







b







.







 







M







a







l







a







n







g







K







a







b







.







 







G







r







e







s







i







k







K







a







b







.







 







L







a







m







o







n







g







a







n







K







a







b







.







 







B







o







j







o







n







e







g







o







r







o







K







a







b







.







 







N







g







a







n







j







u







k







K







a







b







.







 







M







a







g







e







t







a







n







K







a







b







.







 







S







i







t







u







b







o







n







d







o







K







a







b







.







 







T







u







b







a







n







K







o







t







a







 







D







e







p







o







k







K







a







b







.







 







B







i







m







a







K







a







b







.







 







S







u







m







b







a







w







a







K







a







b







.







 







P







o







l







m







a







s







P







e







g







a







w







a







i







B







a







r







a







n







g







 







d







a







n







 







J







a







s







a







P







e







r







j







a







l







a







n







a







n







 







D







i







n







a







s







P







e







m







e







l







i







h







a







r







a







a







n







M







o







d







a







l







B







a







g







i







 







h







a







s







i







l







 







&







 







B







a







n







t







u







a







n







 







K







e







u







a







T







a







k







 







D







i







s







a







n







g







k







a












